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ABSTRAK
Transformasi RPJMD menjadi instrumen inovasi pembangunan daerah menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana inovasi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi dapat memperkuat integritas pelayanan publik melalui pengembangan pariwisata inklusif dan digitalisasi layanan. Permasalahan utama yang diangkat adalah perlunya integrasi kebijakan pembangunan daerah yang mampu menjawab tantangan aksesibilitas layanan, partisipasi masyarakat, serta efektivitas birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait di lingkungan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPJMD Banyuwangi tidak hanya memuat arah pembangunan administratif, tetapi telah menjadi dokumen inovatif yang menciptakan transformasi nyata melalui program seperti Smart Kampung, Mall Pelayanan Publik, serta wisata pelayanan publik. Inovasi tersebut mampu meningkatkan transparansi, memperluas keterlibatan masyarakat, serta mempercepat digitalisasi layanan secara merata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Banyuwangi telah berhasil menjadikan RPJMD sebagai alat strategis untuk menyatukan tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan pariwisata dalam satu kerangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
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A. PENDAHULUAN
Di tengah dinamika globalisasi, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, adil, dan transparan, peran pemerintah daerah menjadi semakin strategis dalam merancang kebijakan pembangunan yang inovatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memiliki fungsi vital, tidak hanya sebagai rencana administratif, tetapi juga sebagai arah transformasi kelembagaan, sosial, dan digital.
Salah satu daerah yang menonjol dalam pemanfaatan RPJMD secara inovatif adalah Kabupaten Banyuwangi. Berbeda dari kebanyakan RPJMD kabupaten/kota

lain yang masih bersifat normatif dan programatik, RPJMD Banyuwangi menonjol karena menjadikan pelayanan publik dan sektor pariwisata sebagai alat transformasi sosial melalui pendekatan inklusif dan digital. Inisiatif ini mencerminkan pergeseran paradigma dari governance as administration menjadi governance as innovation.
Untuk menganalisis kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori New Public Governance (NPG), yang dikemukakan Osborne (2006). Teori ini relevan karena menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor, nilai publik, serta keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. NPG juga menggarisbawahi pentingnya inovasi,

responsivitas, dan inklusi sebagai ciri tata kelola pemerintahan modern.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana RPJMD Banyuwangi mengintegrasikan inovasi pelayanan publik dengan pembangunan pariwisata inklusif dan digitalisasi layanan, serta bagaimana pendekatan ini membedakannya	dari	RPJMD kabupaten/kota lain di Indonesia. Penelitian ini penting untuk mengungkap praktik- praktik baik yang dapat direplikasi, serta tantangan yang perlu diantisipasi dalam mendorong birokrasi daerah yang lebih adaptif dan progresif.
B. KAJIAN PUSTAKA
1. Inovasi dalam Pelayanan Publik Inovasi  dalam  sektor  publik
merupakan respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang serta tuntutan terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Osborne dan Brown (2005) mendefinisikan inovasi publik sebagai pengenalan proses baru atau penyempurnaan terhadap tata kelola yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Inovasi ini tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga menyangkut pendekatan partisipatif dan kolaboratif antar aktor pemerintahan dan masyarakat.
Inovasi pelayanan publik dapat diarahkan pada perwujudan tata kelola yang berintegritas melalui penyederhanaan birokrasi, penggunaan teknologi informasi,

serta pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2014 turut mendorong hal ini melalui penetapan standar pelayanan sebagai alat ukur kualitas dan kepastian layanan, baik bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan.
2. Pariwisata Inklusif
Konsep pariwisata inklusif menekankan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam aktivitas pariwisata agar manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat dirasakan secara merata. Menurut Scheyvens dan Biddulph (2018), pariwisata inklusif harus membuka akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan, serta menghindari praktik eksklusi terhadap masyarakat lokal. Hal ini menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan wisatawan, tetapi juga pada distribusi manfaat secara adil.
Banyuwangi menerapkan prinsip ini dengan menjadikan pelayanan publik sebagai bagian dari daya tarik wisata, di mana masyarakat lokal diberdayakan sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan layanan. Program seperti Smart Kampung dan Rantang Kasih menggabungkan fungsi pelayanan publik, ekonomi kreatif, serta misi sosial secara terintegrasi.
3. Digitalisasi Layanan Publik Daerah

Transformasi digital dalam pelayanan publik bertujuan menciptakan sistem birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan transparan. Menurut Dunleavy et al. (2006), model Digital Era Governance mencakup tiga karakter utama, reintegrasi fungsi pemerintahan, kebutuhan informasi waktu nyata, dan fokus pada penyampaian layanan berbasis pengguna. Implementasi sistem digital di pemerintahan daerah dapat meningkatkan kecepatan layanan, menekan biaya administrasi, dan memperluas jangkauan layanan ke wilayah terpencil.
Program digitalisasi pelayanan di Banyuwangi, seperti Mall Pelayanan Publik, e-KTP, dan sistem informasi desa, mencerminkan	upaya	untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pelayanan secara menyeluruh. Inisiatif ini memperkuat kapabilitas tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
4. RPJMD sebagai Instrumen Inovasi Pembangunan Daerah
RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi acuan kebijakan pembangunan daerah. RPJMD tidak hanya berisi rencana program, tetapi juga memuat arah kebijakan inovatif yang merepresentasikan komitmen kepala daerah dalam menjawab tantangan lokal dan global. Menurut Peters (2010), perencanaan publik modern harus bersifat

transformasional,	tidak	sekadar administratif, untuk menciptakan perubahan struktural dan institusional dalam penyelenggaraan pemerintahan.
RPJMD Banyuwangi menunjukkan karakter tersebut dengan menyelaraskan pembangunan sektor pariwisata yang inklusif dan digitalisasi pelayanan publik sebagai prioritas utama. Hal ini menempatkan Banyuwangi sebagai pionir dalam menggabungkan inovasi, inklusi sosial, dan teknologi dalam kerangka pembangunan daerah.
C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis isi dokumen dan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena inovasi kebijakan dalam RPJMD serta dampaknya terhadap integritas pelayanan publik, pengembangan pariwisata inklusif, dan digitalisasi layanan publik di tingkat daerah.
Materi utama dalam penelitian ini adalah dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021–2026, yang dianalisis untuk mengidentifikasi kebijakan, program, dan indikator inovatif terkait tata kelola pelayanan publik dan sektor pariwisata. Selain RPJMD, digunakan juga dokumen turunan seperti Rencana  Strategis  (Renstra)  Perangkat

Daerah, peraturan daerah, serta publikasi dan siaran pers resmi Pemerintah Kabupaten	Banyuwangi.	Untuk memperkaya konteks, peneliti juga menggunakan referensi dari jurnal ilmiah, artikel berita, serta laporan evaluasi kinerja instansi publik.
Rancangan perlakuan dalam penelitian ini bersifat non-eksperimental, di mana peneliti tidak melakukan intervensi terhadap objek penelitian, melainkan mengamati dinamika kebijakan yang telah dirancang dan diimplementasikan. Peneliti menggunakan strategi analisis purposif terhadap dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan perencanaan dan pelaksanaan inovasi pelayanan publik dalam kerangka RPJMD.
Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pengumpulan dan seleksi dokumen yang relevan. Tahap kedua adalah klasifikasi konten berdasarkan tiga variabel tematik utama: (1) integritas pelayanan publik, (2) pariwisata inklusif, dan (3) digitalisasi pelayanan. Tahap ketiga adalah analisis perbandingan antara isi RPJMD Banyuwangi dengan dokumen atau kebijakan dari kabupaten/kota lain sebagai bahan pembanding.
Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis), dengan    pengelompokan    temuan

berdasarkan tema kunci dan interpretasi terhadap makna kontekstual dari kebijakan. Penafsiran dilakukan dengan menilai konsistensi antara narasi perencanaan yang tertuang dalam dokumen dan arah pembangunan berbasis tata kelola inovatif yang menjadi fokus penelitian.
Model analisis yang digunakan bersifat naratif-kualitatif, memungkinkan fleksibilitas dalam memahami pendekatan Banyuwangi terhadap inovasi pelayanan publik dan pariwisata inklusif melalui instrumen perencanaan daerah.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kekhasan Inovasi dalam RPJMD Banyuwangi Dibanding Daerah Lain
RPJMD Kabupaten Banyuwangi menampilkan pendekatan inovatif yang cukup jarang ditemukan dalam dokumen perencanaan daerah lainnya. Salah satu kekhasannya adalah keberanian pemerintah daerah untuk merancang pelayanan publik sebagai basis sekaligus daya tarik sektor pariwisata. Pendekatan ini bertolak belakang dengan mayoritas RPJMD kabupaten/kota lain yang masih memisahkan antara layanan teknokratik birokrasi dan pengembangan pariwisata. Di banyak daerah, sektor pelayanan publik masih dipandang sebagai fungsi administratif belaka, bukan sebagai potensi ekonomi atau sosial yang dapat dikembangkan secara kreatif.

Sebagai			contoh,	 RPJMD			Kota Bandung		menekankan			transformasi birokrasi berbasis smart city dan reformasi infrastruktur				pelayanan,		tetapi			belum menjadikan pelayanan publik sebagai objek naratif dalam penguatan identitas daerah. Kabupaten	Bogor		juga	berfokus		 pada pembangunan infrastruktur, pengendalian tata ruang, dan peningkatan konektivitas, namun integrasi pelayanan publik dengan sektor pariwisata tidak menjadi arus utama. Banyuwangi							menggabungkan pelayanan publik dengan pendekatan place making dan experience tourism. Konsep ini menjadikan ruang-ruang layanan seperti kantor desa, Mall Pelayanan Publik, dan pusat layanan sosial sebagai bagian dari destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan,					masyarakat,			maupun pemerintah daerah lain. Melalui program wisata studi pelayanan publik, Banyuwangi menerima ribuan kunjungan kerja setiap tahun	dari			kabupaten/kota		di		seluruh Indonesia yang tertarik belajar langsung
dari implementasi inovasi layanan mereka.
Kebijakan ini menciptakan efek ganda: pertama, meningkatkan motivasi aparatur sipil negara (ASN) untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan terbuka; kedua, memperluas manfaat ekonomi daerah melalui pergerakan wisatawan berbasis studi dan pelatihan. Dengan demikian, RPJMD   Banyuwangi   tidak   hanya

menghasilkan kebijakan yang inovatif secara konten, tetapi juga efektif dalam menciptakan ekosistem nilai publik yang berkelanjutan dan menarik secara sosial.
2. Integrasi Nilai Inklusivitas dan Sosial dalam Kebijakan
Keunggulan lain dari RPJMD Banyuwangi adalah keberpihakannya terhadap nilai-nilai inklusivitas dan keadilan sosial. Program-program unggulan seperti Smart Kampung, Rantang Kasih, dan Garda Ampuh menjadi bukti nyata bagaimana kebijakan publik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan kepada kelompok rentan seperti lansia, warga miskin, perempuan kepala keluarga, dan UMKM desa.
Smart Kampung mengintegrasikan pelayanan publik dengan kegiatan ekonomi lokal dan budaya desa. Kantor desa difungsikan sebagai pusat layanan satu pintu dan titik distribusi informasi digital, memungkinkan warga mengakses dokumen kependudukan, kesehatan, hingga pelatihan UMKM tanpa harus ke pusat kota. Program Rantang Kasih melibatkan ASN dan masyarakat untuk mendistribusikan makanan bergizi secara rutin kepada lansia kurang mampu, menunjukkan kolaborasi antara birokrasi, masyarakat sipil, dan empati sosial.
Garda Ampuh berperan dalam pemberian beasiswa dan dukungan finansial

bagi anak-anak keluarga rentan. Ketiganya merupakan inovasi sosial yang menjadikan RPJMD Banyuwangi tidak semata mengurus angka pertumbuhan, tetapi juga menempatkan manusia sebagai pusat dari pembangunan. Nilai inklusif dalam kebijakan ini membedakan Banyuwangi dari daerah lain yang umumnya hanya fokus pada efisiensi dan output proyek pembangunan.
3. Digitalisasi yang Membentuk Ekosistem Pelayanan Modern
Transformasi digital menjadi pilar utama dalam pembangunan pelayanan publik Banyuwangi, yang tercermin dalam berbagai strategi dan program di dalam RPJMD. Kabupaten ini tidak hanya mengembangkan sistem aplikasi layanan mandiri seperti layanan kependudukan dan perizinan daring, tetapi juga menciptakan ekosistem layanan publik digital yang dapat diakses masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.
Pelayanan digital diintegrasikan dalam satu sistem yang mudah diakses, seperti Mall Pelayanan Publik Digital, e- Office, dan dashboard informasi publik yang real-time. Keunggulan utama dari pendekatan digital Banyuwangi adalah penyebarannya yang merata hingga ke wilayah pinggiran melalui jaringan internet desa, pusat literasi digital, dan pelatihan teknologi bagi perangkat desa dan masyarakat.

RPJMD Banyuwangi berhasil menjawab tantangan ketimpangan digital yang masih menjadi hambatan utama di banyak daerah lain. Kabupaten/kota yang lebih besar pun sering kali masih menghadapi fragmentasi sistem dan resistensi birokrasi dalam transformasi digital. Banyuwangi tidak hanya mengembangkan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa transformasi ini dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat akar rumput.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Penelitian ini menemukan bahwa RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021–2026 bukan sekadar dokumen perencanaan administratif, melainkan telah menjadi instrumen strategis yang mengintegrasikan inovasi pelayanan publik dengan pembangunan pariwisata yang inklusif dan transformasi digital. Program seperti Smart Kampung, Mall Pelayanan Publik, dan pengemasan layanan sosial sebagai bagian dari destinasi wisata, merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Inovasi-inovasi	tersebut menunjukkan kebaruan dalam pendekatan pembangunan daerah: menggabungkan fungsi pelayanan dengan fungsi sosial dan

ekonomi, serta menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Banyuwangi menjadi contoh mutakhir dari penerapan prinsip transformasi birokrasi yang humanistik dan berbasis teknologi dalam konteks daerah.
Temuan ini memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam melihat RPJMD sebagai alat untuk mendorong reformasi struktural, bukan hanya prosedural. Model integratif yang diadopsi Banyuwangi dapat menjadi acuan dalam merumuskan RPJMD di daerah lain agar lebih kontekstual, inovatif, dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
2. Saran
Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait:
a. Untuk Pemerintah Daerah (khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia): Dianjurkan agar menjadikan RPJMD bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai alat transformasi sosial dan inovasi tata kelola, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah daerah lain dapat mereplikasi pendekatan	integratif	yang menggabungkan  pelayanan  publik,

pariwisata inklusif, dan digitalisasi secara simultan. Namun, replikasi ini perlu mempertimbangkan konteks lokal, karakter masyarakat, serta kesiapan birokrasi dan infrastruktur digital.
b. Untuk Pemerintah Pusat dan Kementerian Dalam Negeri: Diperlukan penyusunan pedoman penguatan perencanaan daerah yang mendorong inovasi dan inklusi sebagai indikator wajib dalam penilaian kualitas RPJMD. Pemerintah pusat dapat memberikan insentif kebijakan bagi daerah yang mampu mengembangkan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan digital dalam pelaksanaan kebijakan strategisnya.
c. Untuk Peneliti dan Akademisi: Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam efektivitas implementasi kebijakan inovatif dalam RPJMD dengan pendekatan studi lapangan dan metode kuantitatif, seperti survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik digital dan dampaknya terhadap sektor pariwisata. Hal ini penting untuk memperkuat validasi empiris atas model kebijakan seperti yang diterapkan di Banyuwangi.
d. Untuk Pelaku Sektor Pariwisata dan UMKM Lokal: Diharapkan dapat turut serta dalam mendukung dan mengembangkan pariwisata inklusif

dengan cara aktif bermitra dengan pemerintah daerah serta memanfaatkan fasilitas layanan publik berbasis digital untuk memperluas pasar dan akses layanan.
Dengan saran yang tertuju secara spesifik kepada pemangku kepentingan, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi secara praktis dan strategis dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Indonesia.
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